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Pertemuan Pengurus dengan KPK
dan Pemkot Samarinda, Ini Keterangannya

Kedatangan saat itu di sam-
but langsung Wakil Sekretaris 
DPD Partai Golkar Kaltim Mur-
sidi Muslim. 

Saat di temui awak media 
di ruang kerja Kantor Sekre-
tariat, Kamis (1/7/2021). Sekre-
taris Jendral DPD Partai Golkar 
Kaltim Husni Fahruddin yang 
akrab disapa Ayub menjelaskan, 
bahwa kedatangan Pemerin-
tah Kota (Pemkot) Samarinda 
berserta jajarannya yang lang-
sung dipimpin oleh Wali Kota 
Samarinda Andi Harun dengan 
membawa sertakan Tim KPK 

ini tanpa ada surat pemberi–
tahuan.

“Kami juga tidak menge–
tahui kedatangan mereka, 
mestinya ada surat pembe–
ritahuan, karena mereka ini 
adalah lembaga pemerintah 
yang biasanya ada SOP dan 
melalui administrasi (surat 
tersebut),” sebut Ayub.

“Sebenarnya agenda kami 
ini hanya menyambut aksi 
demo terkait dengan adanya 
tuntutan SK DPP tentang per-
gantian pimpinan DPRD Kal-
tim, dan tidak ada agenda pe-

nyambutan kedatangan pihak 
Pemkot berserta jajarannya dan 
tim KPK,” sambungnya.

“Kedatangan pihak Pem- 
kot serta rombongan terse- 
but hingga selesai, aksi demo 

belum mulai,” jelasnya.
Dalam kedatangan anggota 

Salah satu ruangan di RS A Wahab Sjahranie Samarinda yang merawat pasien positif Covid.19.

SAMARINDA, Swara Kaltim
Setelah Kantor Dewan Pimpinan Daerah 

(DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Provinsi 
Kalimantan Timur (Kaltim) didatangi Tim Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Wali 
Kota Samarinda Andi Harun dan jajarannya di 
Jalan Mulawarman, Rabu 30 Juni 2021, tentunya 
menjadi tanda tanya. 
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SAMARINDA, Swara Kaltim
Anggota DPRD Provinsi 

Kalimantan Timur Ismail 
ST melaksanakan sosialiasi 
Peraturan Daerah Provinsi 
Kalimantan Timur No 5 tahun 
2019 tentang penyelengga-
raan bantuan hukum di Desa 
Maluang, kecamatan Gunung 
Tabur, Kabupaten Berau.

Ismail mengatakan fakta 
dilapangan menyebutkan 
banyak masyarakat yang be-
lum paham terkait peraturan 
tentang penyelenggaraan 
bantuan hukum.

Oleh sebab itu, lanjut Ismail 
perlu dilakukannya sosisalisasi 

oleh semua pihak baik ling-
kup pemerintahan maupun 
legislatif agar peraturan dae-
rah tersebut bisa diketahui 
dan bermanfaat untuk semua 
lapisan masyarakat.

“Hasil pendekatan dan 
komunikasi kami pada ma-
syarakat, ternyata Perda No 5 
tahun 2019 tentang bantuan 
hukum ini belum banyak 
diketahui oleh masyarakat 
Kaltim, untuk itu ini meru-
pakan langkah kami bersama 
kawan-kawan anggota DPRD 
Provinsi Kaltim untuk me-
nyebarkan secara luas perda 
tersebut,” kata Ismail di Sa-

marinda, Selasa.
Lebih lanjut Ismail men-

gatakan sekitar 100 orang 
hadir dalam acara pertemuan 
dengan menerapkan proto-
kol kesehatan ketat Covid-19 
yakni dengan menggunakan 
masker, menjaga jarak serta 
penyediaan handsanitiser di 
lokasi acara.

Hadir dalam acara sos-
ialisasi, Tokoh Masyarakat 
Maluang serta narasumber 
dari Untag Samarinda Hj. Fati-
mah Asyari SH. M.Hum dan 
Raja Ivan Sihombing, SH dari 
Advokat.

Politisi Partai Nasional 

Demokrat ( Nasdem) Kal-
tim itu menyampaikan jika 
masyarakat kecil yang tidak 
mampu sangatlah riskan saat 
menghadapi masalah hukum, 
padahal keadilan harus di-
berikan pada siapapun tanpa 
terkecuali. 

“Pemerintah telah menye-
diakan layanan bantuan hu-
kum, jika masyarakat terjerat 
persoalan hukum, masyarakat 
harus tau bahwa ada per-
aturan yang mengatur ten-
tang bantuan hukum kepada 
masyarakat,” kata Ismail.

Ismail menambahkan 
penerima bantuan hukum 
adalah penduduk Kaltim baik 
perorangan atau kelompok 
masyarakat dalam kategori 
miskin atau tidak mampu 
yang sedang tersangkut 
masalah hukum dan memer-
lukan bantuan hukum.

“Orang atau kelompok 
orang miskin adalah orang 
perseorangan atau sekelom-
pok orang yang memiliki 
identitas kependudukan yang 
sah di Kalimantan Timur yang 
kondisi sosial ekonominya 
dikategorikan miskin dan 

dibuktikan dengan Kartu Kelu-
arga Miskin atau Surat Ket-
erangan Miskin dari Lurah atau 
Kepala Desa atau pejabat yang 
setingkat,” jelas Ismail.

Ismail berharap masyarakat 
bisa mendapatkan bantuan 
hukum hingga masalah huk-
umnya selesai serta perkaranya 
telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap.

“Mendapatkan Bantuan 
Hukum sesuai dengan Standar 
Bantuan Hukum dan Kode Etik 
Advokat dan Mendapatkan 
informasi dan dokumen yang 
berkaitan dengan pelaksanaan 
pemberian Bantuan Hukum,” 
tuturnya.

Ismail berharap melalui so-
sper perda bantuan hukum ini 
dapat menjamin pemenuhan 
hak penerima bantuan hu-
kum untuk memperoleh akses 
keadilan. 

“Perda yang mengatur pe-
nyelengaraan bantuan hukum 
di masyarakat itu juga dibuat 
demi mewujudkan hak konsti-
tusional warga negara sesuai 
prinsip persamaan kedudukan 
di dalam hukum,” jelas Ismail. 
(ant)

Ismail Gelar Sosialisasi Perda 
Bantuan Hukum di Gunung Tabur

JAKARTA, Swara Kaltim
Anggota Komisi I DPR RI 

Sukamta mengatakan kelanju-
tan pembahasan 

Rancangan Undang-
Undang Perlindungan Data 
Pribadi (RUU PDP) kembali 
pada itikad baik Kementerian 
Komunikasi dan Informatika 
(Kominfo) sebagai represen-
tasi pemerintah.

Hal itu, menurut Suka-
mta, karena perbedaan sikap 
antara Komisi I DPR dan 
pemerintah terkait dengan 
penempatan lembaga otoritas 
pengawas data pribadi.

“Belum adanya titik temu 
antara sikap Kominfo yang 
berkeras untuk menempatkan 
lembaga otoritas pengawas 
data pribadi di bawah kemen-
terian dengan sikap Komisi 
1 DPR yang menghendaki 
lembaga tersebut berada di 
bawah Presiden menyebabkan 
pembahasan RUU PDP men-
galami deadlock,” kata Suka-
mta di Jakarta, Kamis.

Sukamta menilai lembaga 
atau badan pengawas data 
pribadi sangat strategis untuk 
memastikan upaya perlindun-
gan data pribadi bisa berjalan 

sesuai dengan standar.
Selain itu, kata dia, ada 

risiko penyimpangan yang 
bisa muncul karena saat ini 
data pribadi nilainya sangat 
mahal sehingga keberadaan 
lembaga itu semestinya ada 
di bawah Presiden untuk me-
mastikan kewengannya kuat 
dan mampu berjalan lebih 
independen sebagai lembaga 
pengawas.

“Kalau berada di bawah 
Kominfo, saya meragukan 
nantinya bisa berjalan secara 
optimal,” ujarnya.

Menurut dia, pertimban-
gan yang tidak kalah strategis 
adalah agar lembaga penga-
was itu setara dengan standar 
internasional, yaitu setara 
dengan standar General Data 
Protection Regulation (GDPR).

Kalau sesuai dengan 
standar internasional, lanjut 
Sukamta, data WNI di Eropa 
akan diperlakukan dan diberi-
kan perlindungan oleh GDPR. 
Sementara itu, jika tidak in-
dependen, itu dianggap tidak 
standar.

“Saat ini banyak negara 
melakukan revisi atas per-
aturan perlindungan data 

pribadinya untuk diadaptasi 
dengan GDPR,” katanya.

Anggota Panita Kerja 
(Panja) RUU PDP itu menilai 
pembentukan lembaga atau 
badan pengawas itu sangat 
penting karena banyak ruju-
kan teknis tentang kewajiban 
pengendali data yang diatur 
di dalam RUU PDP. 

“Kewajiban itu terkait den-
gan pengelolaan data pribadi 
masyarakat yang sangat pent-
ing,” kata Sukamta menegas-
kan.

Dalam hal ini, kata Sukam-
ta, masyarakat menyerahkan 
data mereka untuk dike-
lola, mulai data yang bersifat 
umum hingga bersifat spe-
sifik, seperti data informasi 
kesehatan, data biometrik, 
data genetika, kehidupan 
seksual, pandangan politik,  
data keuangan, dan catatan 
kejahatan.

Sukamta menilai semua 
data tersebut berharga karena 
itu tanggung jawab pengelola 
data sangat besar sehingga 
lembaga pengawas juga harus 
memiliki otoritas yang kuat 
agar mampu menjadi lembaga 
kontrol yang efektif. (ant)

Kelanjutan Pembahasan RUU PDP 
Tunggu Itikad Pemerintah
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Ir. H. MUHAMMAD SA’BANI, M.Sc 
Sekda Provinsi Kaltim

HUT Bhayangkara Ke-75,

Dekranasda jadi Pioner Kreatifitas
SANGATTA, Swara Kaltim

Keragaman suku bangsa, 
adat istiadat, seni budaya, dan 
bahasa menjadikan Indonesia 
sebagai negara yang subur 
akan kreatifitas. Dinamika kre-
atifitas terus berkembang  ke-
mudian  melahirkan beragam 
seni kriya atau kerajinan.

Dengan kekayaan khasa-
nah budaya itulah, ujar Ketua 
Dekranasda Kalim, Hj Noorbaiti 
Isran, Dekranasda harus men–
jadi pionir penggerak industri 
kerajinan.

Kepada pengurus Dekra–
nasda Kutim, istri Gubernur Kal-
tim ini menandaskan  Dekranas 
terus menjalankan perannya se-
bagai mitra pemerintah dalam 
membina dan mengembang-
kan tradisi dan warisan budaya, 
termasuk membuat kerajinan 
yang semakin bermutu dan 

berdaya saing.
Dalam acara yang dihad-

iri Bupati Ardiansyah, diakui, 
pesatnya  teknologi informasi 
bisa dijadikan sarana untuk 
melakukan pemasaran seka–
ligus mempromosikan kerajin-
an dan di aplikasikan  setiap 
Dekranasda yang ada di setiap 

Kabupaten. 
Dekranasda Kaltim, lanjut 

Noorbaiti, berupaya membantu 
menumbuh kembangkan in–
dustri kerajinan dan kecintaan 
masyarakat terhadap produk 
lokal dengan cara membangun 
kesadaran masyarakat untuk 
membeli produk lokal. “Tan-

tangan saat ini dan kedapan 
berat sehingga diharapkan 
Dekranasda mampu menggali 
dan mengembangkan produk 
kerajinan agar lebih kreatif dan 
inovatif,” ungkapnya.

Saat ini, Dekranasda Kaltim 
mempunyai tiga fokus kerja 
yaitu membina pengrajin te-

nun, membina pembuat anya-
man dan mengembangkan UKM 
makanan. 

“Fokus di tiga itu saja, hal 
ini apabila dikembangkan akan 
menjadi banyak produk ung–
gulan di Kaltim,” ungkapnya.

Bupati Kutim H Ardiansyah 
Sulaiman  berharap kepeng–
urusan bisa membantu Dek–
ranasda Kutim untuk lebih dike-
nal di masyarakat dan mampu 
masuk dan bersaing di pasar 
lokal, regional maupun inter-
nasional. 

“Dekranasda Kutim mampu 
mengangkat produk-produk 
olahan dari masyarakat dan 
mampu bersaing ditingkat lo-
kal, Regional bahkan melaju ke 
tingkat nasional,” harap orang 
nomor satu di Pemkab Kutim ini. 
(sdn / humasprovkaltim / adv 
/ aya / sk)

BALIKPAPAN, Swara Kaltim 
Gubernur Kaltim H Isran 

Noor menghadiri HUT Bha–
yangkara Ke-75 di Gedung  
Mahakam Polda Kaltim, Kamis 
(1/6/2021).

Tahun ini HUT Bhayang- kara 
mengangkat tema “Trans-for-
masi Polri yang Presisi Mendu-
kung Percepatan Penanganan 
Covid-19 untuk Masyarakat 
Sehat dan Pemulihan Ekonomi 
Nasional Menuju Indonesia 
Maju”.

Secara nasional HUT Bha–
yangkara dipimpin langsung 
Presiden RI Joko Widodo 
(Jokowi) dari Istana Negara 
Jakarta melalui telekonferensi.

Hadir sebagai tuan rumah 
Kapolda Kaltim Irjen Pol Herry 
Rudolf Nahak, Pangdam VI 
Mulawarman Mayjen TNI Heri 
Wiranto, Ketua DPRD Kaltim 
H Makmur HAPK dan unsur 
Forkompimda Kaltim.

Gubernur Isran Noor sangat 
mengapresiasi tema peringatan 
HUT Bhayangkara tahun ini 
yang secara khusus fokus ter-
hadap penanganan pandemi 
Covid-19 dan pemulihan eko-
nomi nasional (PEN). 

Apalagi kasus positif Co-
vid-19 di Kaltim terus mening-
kat dalam beberapa waktu 
terakhir.

“Dirgahayu Polri. Terima 
kasih atas pengayoman dan 
pelayanan yang sudah diberi-
kan kepada masyarakat. Mari 

kita bersama dalam pena–
nganan pandemi Covid-19, 
sekaligus pemulihan ekonomi 
masyarakat,” ucap Isran Noor 
usai acara.

Sementara Presiden Joko 
Widodo (Jokowi) dalam arah-
annya menyampaikan apresiasi 
atas kerja-kerja dan jasa yang 
disumbangkan jajaran Polri di 
seluruh wilayah Indonesia.

“Saya ucapkan selamat ke-
pada seluruh jajaran Polri. 
Saya juga memberikan ap-
resiasi yang setinggi-tingginya 
atas kerja keras Polri dalam 
penanganan Covid-19, selain 
melaksanakan tugas pengayo-
man kepada masyarakat,” puji 
Presiden Joko Widodo.

Pesan lain disampaikan 
mantan gubernur DKI Jakarta 

dan wali kota Solo ini agar 
meski fokus bersama TNI dan 
pemerintah daerah untuk pe–
nanganan Covid-19 dan pe–
mulihan ekonomi nasional, 
Polri tidak boleh lengah dengan 
tugas pokoknya untuk mem–
berikan pelayanan, perlin–dun-
gan dan pengayoman kepada 
masyarakat.

Dia mengingatkan bahwa 
bentuk ancaman terhadap 
negara dengan berbagai cara 
dan kepentingannya, dewasa 
ini semakin kompleks. 

“Polri harus berpacu den-
gan iptek agar tidak kalah de-    
ngan pelaku kejahatan,” tegas 
Presiden.

Presiden juga mengingatkan 
agar penggunaan kewenangan 
untuk melakukan penangka-

pan, penahanan, penggeleda-
han, penyitaan dan seterusnya, 
harus dilakukan secara bijak 
dan bertanggung jawab.

Alasan Presiden, karena 
Indonesia adalah negara Pan-
casila, negara demokrasi dan 
negara yang menjunjung tinggi 
hak asasi manusia (HAM)

“Polri bukan hanya harus 
tampil tegas, tetapi juga ha-  
rus menjadi pengayom dan 
pelindung serta melayani ma-
syarakat luas,” pesan Jokowi 
lagi.

Pada kesempatan i tu , 
Presiden Joko Widodo juga 
melakukan dialog jarak jauh 
dengan Kapolres Timika di 
Papua, Kapolres Bangkalan di 
Jawa Timur, Kapolda Riau dan 
Kapolda Jawa Barat. 

Beberapa hal ditanyakan 
Presiden Joko Widodo mulai 
soal keamanan di Papua, pena–
nganan Covid-19 di Bangkalan/
Madura, (Jawa Timur), penanga-
nan kebakaran hutan dan lahan 
di Provinsi Riau dan persiapan 
penerapan PPKM Mikro darurat 
di Jawa Barat.

Hadir pula para mantan Ka-
polri yang salah satunya diwakili 
Jenderal (Purn) Roesmanhadi. 

“Selamat bertugas dan mem-
berikan pengabdian terbaik ke-
pada rakyat, bangsa dan negara. 
Dirgahayu Polri. Mohon doa 
restu, semoga pandemi ini bisa 
segera kita akhiri dan ekonomi 
Indonesia bisa pulih kembali,” 
tutup Jokowi. 
(sul / humasprovkaltim / adv 
/ aya / sk)

Fokus Covid-19 dan PEN
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Fasilitas Kesehatan Harus Perhatikan Keakuratan Surat Covid-19,

SAMARINDA, Swara Kaltim
Kepala Dinas Komuni-

kasi dan Informatika Provinsi 
Kalimantan Timur M Faisal 
mewanti-wanti kepada selu-
ruh fasilitas kesehatan agar 
melakukan tindakan memasti-
kan keakuratan hasil pemerik-
saan laboratorium pada kasus 
Covid-19

“Malam ini (Rabu, 30 
Juli, red) saya dapat laporan 
langsung dari Direktur RSUD 
AW Syahrani dr. David Hariadi 
Mansjhoer bahwa ada ke-
jadian seorang pasien dengan 
kondisi sesak napas dan batuk 
serta sudah menunjukan hasil 
Lab PCR negatif. Karena pasien 
cukup parah maka setelah 
dari UGD langsung dimasukan 
ke ruangan untuk diberikan 
perawatan lebih lanjut, ses-
uai prosedur normal,” kata 
Muhammad Faisal mengutip 
pernyataan dr David.

Kemudian lanjut Faisal 
setelah diopname, beberapa 
saat kemudian diricek melalui 
barcode Surat Hasil Lab terse-
but. “Apa yang terjadi? Ternya-

ta Hasil Lab PCR nya adalah 
positif,” ucap Faisal dengan 
nada meninggi kepada awak 
media.

Selanjutnya kata Faisal, 
tentu saja protokol pena-nga-

nan pasien tersebut berubah 
dan hal ini sangat membaha-
yakan tenaga kesehatan yang 
melayani. 

“Entah apa maksud pasien 
tersebut, tapi memanipulasi 

data ini sangat membahay-
akan Nakes di RS dan orang 
orang disekitarnya,” ujar 
Faisal yang mengawali karier 
PNS-nya di Puskesmas Segiri 
Samarinda.

Dikatakan Faisal ini jadi 
pembelajaran semua fasilitas 
kesehatan di Kaltim, untuk 
melakukan cek dan ricek 
kembali hasil Laboratorium 
sebelum penanganan pasien 
yang membawa surat dari luar 
dengan hasil negatif bukan 
diperiksa RS sendiri.

“Ricek dari barcode yang 
ada sudah cukup akurat me-
lihat hasil yang sebenarnya, 
pengalaman ini bisa saja nanti 
dibuat standart untuk hasil 
laboratorium wajib dilengkapi 
barcode, kalo ini tidak bisa 
diubah-ubah lagi oleh pasien 
atau siapa pun serta memu-
dahkan melakukan ricek,” 
ungkap Faisal.

Ditegaskannya ini mem-
bahayakan orang lain dan 
melakukan pemalsuan maka 
bisa saja ini dinaikan menjadi 
masalah hukum nantinya.

“Bukan saja bisa berurusan 
dengan hukum tapi ini saya 
yakin termasuk hukumnya ha-
ram,” pungkas mantan Kabag 
Humas Pemkot Samarinda ini. 
(dho)

Jangan Gara-gara Satu Orang Narkoba,
Satu Keluarga Berantakan

SAMARINDA, Swara Kaltim 
Narkotika dan obat/bahan 

berbahaya (Narkoba), tidak 
saja membahayakan dan 
merusak diri seseorang, tetapi 
dampaknya mampu meng-
ganggu orang lain.

“Gara-gara anaknya Nar-
koba, satu keluarga dibuatnya 
susah,” ungkap Wakil Guber-
nur Kaltim H Hadi Mulyadi, 
Selasa (29/6/2021).

Dihadapan juara Kontes 
Putra Putri Tari Indonesia 
2021, yang berkunjung di 
ruang Rapat Wakil Gubernur 
Kaltim, mantan legislator 
Karang Paci dan Senayan ini 
mengingatkan ancaman dan 

bahaya barang haram yang 
bisa menghancurkan sebuah 
bangsa.

“Jadi, Narkoba ini bahay-
anya bisa merusak generasi 
bangsa bahkan menghancur-
kan peradaban suatu bangsa,” 
tegasnya lagi.

Karena itu, lanjutnya, 
tidak salah kalau pemerin-
tah menggandeng berbagai 
elemen dan komponen 
masyarakat, terlebih pemuda 
dan organisasi lainnya, untuk 
bersama-sama memerangi 
bahaya laten Narkoba.

Bagi suami Hj Erni Mak-
mur ini, BNN dan pemerintah 
bersama aparat penegak 

hukum seperti polisi, bahkan 
TNI terlibat memberangus 
para pengedar dan bandar 
Narkoba, tapi daerah bersama 
masyarakat ikut berperan 
penting didalamnya.

Apalagi, ujarnya, barang 
haram ini sudah masuk ke 
lingkungan masyarakat paling 
bawah (anak-anak dan ibu 
rumah tangga) hingga ke desa 
dan pedalaman.

“Maka, gerak dan upaya 
bersama harus terus dilakukan 
demi memerangi peredaran 
dan penyalahgunaannya di 
masyarakat,” harap orang no-
mor dua Benua Etam ini.

Tidak terkecuali pemuda 

dan organisasi kemasyaraka-
tan lainnya, pinta Hadi Mul-
yadi, lebih gencar melakukan 
upaya-upaya pencegahan 
demi mengantisipasi penye-
baran dan peredaran Nar-
koba.

Selain mengedukasi anak-
anak muda tentang bahaya 
Narkoba, ujar pria gemar 
bermain drum ini, selayaknya 
para pemuda mampu meng-
gerakkan generasi muda un-
tuk melakukan hal-hal positif. 
“Seperti aktif di kegiatan 
olahraga, seni, serta kegiatan 
kreatif dan inovatif lainnya, 
sehingga tidak terpikir untuk 
melakukan hal-hal negarif,” 

ucapnya.
Peringatan Hari Anti Nar-

koba Internasional (HANI) kali 
ini, menurut dia, bukan semata 
seremonial rutin tahunan, tapi 
momentum bagi semua pihak 
untuk menguatkan kembali 
tekad bersama memerangi 
Narkoba. 

“Sebab akibat Narkoba, 
bukan hanya diri sendiri yang 
merasakan, tapi orang lain 
ikut dampaknya. Keluarga, 
masyarakat bahkan bangsa 
hingga generasi ini hancur dan 
rusak sebab Narkoba,” pesan 
Hadi Mulyadi. 
(yans / sdn / humasprovkal-
tim / adv / aya / sk)

1 Kasus Palsukan Hasil
Terjadi di RSUD AWS
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SAMARINDA, Swara Kaltim
Adanya anggota Tim Huru 

Hara atau Komisi Pemberantas 
Korupsi (KPK) dan Pemerintah 
Kota (Pemkot) Samarinda di 
luar dugaan pengurus Dewan 
Pimpinan Daerah (DPD) Partai 
Golongan Karya (Golkar) 
Provinsi Kalimantan Timur 
(Kaltim), Rabu (30/6/2021) 
Kemarin.

Kedatangan sejumlah 
pejabat negara tersebut pun 
diterima beberapa pengurus 

partai tersebut yang kebetu-
lan ada di tempat. Dengan 
tujuan kedatangan mem-
pertanyakan dan identifi-
kasi aset Pemkot Samarinda 
dalam hal ini ditempati Partai 
Golkar Kaltim. Karena waktu 
bersamaan Ketua Umum 
DPD Partai Golkar Kaltim 
Rudi Mas’ud serta Sekretaris 
Jendral (Sekjen) DPD Partai 
Golkar Kaltim Husni Fahrud-
din sedang tak di tempat.

Selanjutnya, Wakil Sekjen 

DPD Partai Golkar Kaltim 
Mursidi Muslim menjelaskan, 
ketika pertemuan terjadi, Wali 
Kota Samarinda Andi Harun 
menjelaskan ke pengurus 
terkait sertifikat tanah Pemkot 
dan sudah menjadi temuan 
dari BPK RI sejak tahun 2013.

Setelah Andi Harun 
menjelaskan hal tersebut, ke-
mudian Wali Kota Samarinda 
menyerahkan kembali ke pi-
hak KPK usai membuka pem-
bicaraan dalam pertemuan.

“Saya pun menceritakan 
kronologis tentang asal-usul 
tanah ini. Awalnya tanah ini 
hasil dari rampasan perang 
dengan kata lain hal perebu-
tan dan juga eks milik Cina 
pada waktu itu,” tutur Mursidi 
Muslim.

Selanjutnya, pasca 1965 
orang Cina di usir dari In-
donesia ini, karena pada era 
Sukarno itu anti Peking.

Kemudian, lahan ini ko-
song dan diambil alih oleh 
TNI Kodim dengan Kodam 
dan di sita. Di era tersebut, 
Ketua Golkar bertugas seb-
agai TNI dan seiring waktu, 
kader Golkar dulu memper-
baiki hingga sekarang. “Atas 
kejadian kemarin dan di 
media massa mengemuka, 
senior di Partai Golkar Kaltim 
menelpon saya dan beliau 
bilang jika ingin tertibkan 
gedung ini, tertibkan gedung 
yang lain juga,” tegasnya.

Karena tanah eks Cina itu 
ada di Hotel Mercure Plaza 
21, Bangunan di samping 
Kantor Sekretariat DPD Partai 
Golkar Kaltim.

Walaupun sudah menem-
pati selama lebih 30 tahun, 
lanjut Mursidi Muslim, bahwa 
Golkar Kaltim tetap menyadari 
ini milik Pemkot.

“Itu penjelasan kami ke tim 
yang berkunjung ke Kantor 
Sekretariat kemarin,” jelasnya.

Disinggung terkait pihak 
tim KPK tidak bisa keluar 
saat demo, Mursidi Muslim 
membantah, rombongan KPK 
datang pukul 10.00 wita dan 
keluar jam 11.10 wita, sedang-
kan kedatangan aksi dari Berau 
pada pukul 12.00 wita.

“Itu tidak benar. Setelah 
pulang rombongan Wali Kota 
Samarinda serta Tim KPK, 
barulah datang pihak APAMB 
untuk menggelar aksi demo di 
depan kantor kami,” tegasnya.

Mursidi menegaskan, asset 
Pemkot hanya lahan tanah 
bukan bangunan dan para 
kader senior akan bersuara, 
jika belum ada titik solusi.

“Yang jelas kita tidak pernah 
akui lahan tanah ini milik Partai 
Golkar Kaltim dan ini memang 
milik Pemkot,” tegasnya. 
(adv / ai / aya / sk)

Setelah Dikunjungi KPK, Mursidi Jelaskan
Sejarah Kantor Sekretariat DPD Partai Golkar Kaltim

Ali Rachman AS, ST
Direktur Teknik

Nor Wahid Hasyim, ST, MM
Direktur Utama

Yusfian Noor, SE
Direktur Umum

 Rumah 
2 Tingkat  
Lantai 1: 

Kamar Tidur, 
Ruang Tamu, 
Dapur, WC 
Lantai 2: 

6 Kamar Kost, 
Dapur, WC

DIJUAL 
SEGERA

Sertipikat Hak Milik. Harga Nego. Tanpa Perantara

Alamat: Jl. Hasan Basri (ex.Jl. Merak) Gang 2 
Kelurahan Temindung Permai - Samarinda

Fasilitas: PLN, PDAM, Telp.Rumah

Hubungi: HP. 081347762211

SAMARINDA, Swara Kaltim
Terhitung 1 Juli 2021, Dinas 

Lingkungan Hidup (DLH) 
Samarinda mulai melakukan 
penarikan retribusi sampah 
dan kebersihan non pelang-
gan PDAM. 

Retribusi telah ditetapkan 
Rp 7.500 tiap rumah.

“Retribusinya Rp 7.500 
dengan sasaran sesuai hasil 
pendataan sebanyak 7.716 
rumah yang wajib retribusi 
ini,” ucap Kepala DLH Sa-
marinda Nurrahmani dalam 
kesempatan peresmian 
pelepasan petugas penarik re-
tribusi di halaman kantor DLH 
Samarinda, Kamis (1/7/2021).

Yama—demikian Nur-
rahmani disapa mengatakan 
apabila ada masyarakat yang 
tidak mampu, dapat menga-
jukan permohonan keringa-
nan retribusi ini maksimal 50 
persen. 

Yama menyampaikan petu-
gas penarik retribusi ini meru-
pakan kalangan masyarakat 
akan melakukan penarikan 
retribusi sampah bagi 7.716 
rumah yang tersebar di 
masing-masing kecamatan 

tersebut. 
“Setelah kita lakukan pen-

dataan, ada 7.716 yang wajib 
retribusi non PDAM, dan kita 
merekrut petugas dari ma-
syarakat yang akan menarik 
retribusi ke masing-masing 
rumah,” ungkap Yama.

Menurut mantan Camat 
Sungai Kunjang ini, masing-
masing petugas nantinya 
akan mengunjungi 700 rumah 
setiap hari setiap bulannya, 
bagi non pelanggan PDAM.

Nurrahmani juga menjelas-
kan lebih lanjut bahwa 
petugas yang akan menarik 
retribusi sampah non PDAM di 
lapangan berasal dari rekrut-
men yang telah dilakukan DLH 
dan telah melalui tes.

Melalui petugas yang diter-
junkan ke lapangan ini, Dinas 
Lingkungan Hidup Samarinda 
menargetkan pendapatan 
Rp 57 juta per bulannya dari 
retribusi sampah Non PDAM. 
(dho)

Retribusi Sampah Non PDAM Rp 7.500
Target tiap bulan Rp 57 juta dari 7.716 rumah
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Pelataran

Pandemi Covid-19,
Pelayanan Perpustakaan Dibatasi

SAMARINDA, Swara Kaltim
Masih terjadinya penularan 

Covid-19 di Kaltim dan khu-
susnya di Samarinda, Dinas 
Perpustakaan dan Kearsipan 
Daerah (DPKD)  Provinsi 
Kaltim,  berada di Jalan Ir. H. 
Juanda No.4, Air Hitam, Keca-
matan. Samarinda Ulu, Kota 
Samarinda, untuk sementera 
membatasi jumlah pengun-
jung.

Kepala Dinas Perpustaka  
an dan Kearsipan Dae-
rah  Provinsi Kaltim H Elto, 
menjelaskan masih terjadinya 
penularan Virus Corona 
(Covid-19) di Kaltim saat ini, 
berdampak pada pembatasan 
aktivitas pelayanan publik 
secara fisik.

“Jadi  pera pengunjung 
sebelumnya  mendafrtar lewat 
online, setelah itu mereka 
diberikan jadwal kunjungan, 
hal ini sebagai upaya supaya 
tidak terjadi penumpukan 
pengunjung, jadi datangnya 
tidak bersamaan, tetapi sesuai 
jadwal kita berikan yang 
tentunya para pengunjung 
tetap melaksanakan proto-           
kol kesehatan,khususnya 
penerapan 3M,” kata Elto 
dikutip Swara Kaltim melalui 

berita Biro Humas Setprov 
Kaltim. 

Elto juga mengharapkan, 
selain datang langsung ke 
Perpustakaan, masyarakat 
juga membaca buku pada 
Dinas Perpustakaan dan 
Kearsipan Daerah  Kaltim 
melalui layanan perpustakaan 
online menggunakan aplikasi 
iKaltim. 

“Namun demikian ada 
juga masyarakat yang sudah 
terbiasa untuk meminjam 
buku, terutama para maha-
siswa yang sudah menyusun 
skripsi maupun  membuat 

tugas makalah, tentu mereka 
memerlukan beberapa judul 
literatur, hal seperti tetap kita 
layani,” tandasnya.  

Untuk membuka pelayanan 
seperti biasa, Elto menjelas-
kan, tentu melihat perkem-
bangan penyebaran Covid-19 
yang masih terjadi, apabila 
semakin meningkat kasusnya, 
tentu tidak bisa, akan tetapi 
kalau kasusnya terus menu-
rus menurun kemungkinan 
pelayanan akan dibuka seperti 
biasa.

“Untuk membuka pelay-
anan kepada masyarakat, 

tentu kita harus minta izin 
terlebih dahulu kepada Sat-
gas Covid-19 Kota Samarinda, 
oleh karena itu kita harapkan 
penularan Covid-19 di Kal-

tim dan khususnya Samarinda 
dapat terus menurun, sehingga 
kita dapat memaksimalkan 
pelayanan kepada masya-
rakat,” ujar Elto. (aya / sk)

JAKARTA, Swara Kaltim
Mendikbud-Ristek Nadiem 

Makarim mengungkap alasan-
nya menerima posisi menteri. 
Nadiem menilai masih ada 
bentuk penjajahan di dalam 
negeri.

“Kenapa saya menerima 
tugas ini sebagai menteri 
pendidikan, ya karena seka-
rang walaupun kita tidak 
dijajah oleh asing kita punya 
berbagai macam penjajahan 
di dalam negeri penjajahan 
mental, diskriminasi sosio eko-
nomi, intoleransi, hal-hal itu 
yang menurut saya harus kita 
mitigasi dan harus kita serang 
mulai dari generasi muda,” 
kata Nadiem dalam webi-
nar yang disiarkan YouTube 
Megawati Institute, Selasa 
(29/6/2021).

Nadiem menilai cara 
tercepat melawan penjajahan 
adalah mengubah karakter 
generasi. Hal inilah yang 
menjadi alasan pihaknya 

mencanangkan program 
Merdeka Belajar. “Karena 
cara tercepat yang paling 
perma-nen adalah mengubah 
karak-ter daripada generasi 
sebe-lumnya. Jadi ini adalah 
kunci, inilah mengapa sebuah 
plat-form pendidikan kita itu 
ber-hulu-hulunya itu dari fil-
safat Ki Hajar Dewantara dan 
Bung Karno, yaitu ‘merdeka 
belajar,” kata Nadiem.

“Itu adalah filsafat pendiri 
negeri kita, yang menyebut 
kemerdekaan berpikir, ke-
merdekaan jajahan mental 
adalah luar biasa penting-
nya, makanya kita menyebut 
tujuan dari transformasi 
pendidikan kita adalah profil 
pelajar Pancasila,” ujarnya.

Nadiem mengatakan 
butir salah satu profil pelajar 
Pancasila itu adalah gotong 
royong. Menurutnya, sikap 
gotong royong itu dapat di-
implementasikan dalam pen-
didikan. “Bagaimana itu bisa 

terjadi kalau gotong royong 
itu tidak diinstitusikan dinasi-
onalisasikan di setiap jenjang 
pendidikan, bagaimana kita 
mengajarkan anak-anak itu 
kreatif dan kolaboratif kalau 
proses pembelajarannya tidak 
berbasis project base, kalau 
pembelajarannya tidak berba-
sis menghasilkan suatu karya,” 
ujarnya.

Nadiem menegaskan pro-
gram kampus merdeka untuk 
menghapus sekat universitas 
dan industri ataupun antar-
fakultas.“Itulah mengapa salah 
satu esensi daripada kebijakan 
kampus merdeka adalah 
untuk melepaskan sekat-sekat 
antara universitas dan industri, 
melepas sekat antara fakultas 
ke fakultas lain, melepas sekat 
antara yang namanya riset 
atau mengajar atau pengab-
dian masyarakat. Itu semua 
kita merdekakan sesuai filsafat 
Ki Hajar Dewantara dan Bung 
Karno,” ujar Nadiem. (dtc / sk)

Nadiem jadi Menteri, karena
Masih Ada ‘Penjajahan’ Dalam Negeri
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BNK Test Urine ASN Bumi Batiwakkal
TANJUNG REDEB, Swara Kaltim

Badan Narkotika Kabupat-
en (BNK) Berau mengadakan 
tes urine bagi Aparatur Sipil 
Negara (ASN) Bumi Batiwak-
kal. Dimana kegiatan tersebut 
belum diberlakukan untuk se-
luruh ASN akan tetapi secara 
bertahap. Meskipun ditengah 
pandemi corona virus disease 
2019 (Covid-19) BNK harus 
tetap antisipasi demi memer-
angi Narkotika di Kota Sang-
gam ini. 

Hal itu diungkapkan Wakil 
Bupati (Wabup) Berau Gama-
lis, Rabu (30/6). “Jadi untuk tes 
urine ini kami lakukan secara 
acak. 

Perdana dilakukan pada se-
luruh pegawai Dinas Pemuda 
dan Olahraga (Dispora),” ung-
kap politikus Partai Persatuan 
Pembangunan (PPP) itu. 

Sasaran BNK tambahnya, 
bukan hanya yang berstatus 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
tetapi seluruh pegawai pada 
Organisasi Perangkat Daerah 
(OPD) yang menjadi sasaran 
BNK. 

“Wajib semua jalani tes 
urine tampa terkecuali. Men-
gapa harus takut, toh ini untuk 
kebaikan kita bersama,” ujar 
Gamalis.

Lanjut Wabup, kegiatan ini 
bertujuan untuk mendeteksi 
dan memberikan pelajaran 
sekaligus contoh bagi ma-
syarakat ditengah Covid-19 
saat ini harus tetap hati hati 
pengaruh narkotika. Harapan-
nya agar Kabupaten Berau 
minim kalau bisa tidak ada 
lagi kasus Narkoba. Kegiatan 

ini akan dilaksanakan selama 
kurang lebih seminggu kede-
pan, dan secara acak ke OPD 
OPD. 

“Kita awali dulu dari 
Pemerintahan sebagai contoh 
agar peningkatan kasus nar-
koba ini semakin minim. jika 
memang ada terdeteksi atau 
tersenggol narkoba maka 
akan kita lakukan tindakan 
tegas,” imbuh ayah dari dua 
orang putra dan dua orang 
putri tersebut. 

Beliau juga menegaskan 
apabila ada oknum atau 
pegawai yang terbukti meng-
konsumsi narkoba, BNK juga 
Pemkab tidak segan segan 
untuk memberikan sanksi 

berupa pemecatan. “Saya 
berharap kasus narkoba di 
Bumi Batiwakkal dengan gen-
car dilakukan sosialisasi oleh 
BNK, lalu lakukan tes urine, 
mampu turunkan dan semakin 

melandai nya kasus narkoba 
di Berau. Apalagi daerah 
kita ini juga sebagai lintasan 
peredaran narkoba, karena 
itu kita adakan kegiatan ini. 
Pada Dispora untuk peserta 

yang mengikuti pelaksanaan 
tes urine berjumlah 75 orang 
terdiri dari Pegawai Tidak tetap 
(PTT) dan PNS,” tutup orang 
nomor dua di Kabupaten Be-
rau tersebut. (nht) 

Suasana tes urine di Dispora Kabupaten Berau ditinjau Wabup Gamalis (kanan)

Wabup: Dilakukan secara acak, perdana pegawai Dispora
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Perda RZWP3K, Kepastian Hukum Bagi Investor
di Sektor Perikanan dan Wisata Bahari

TANJUNG REDEB, Swara Kaltim
Setelah sekian lama dinanti 

akhirnya payung hukum men-
gatur  tentang Rencana Zonasi 
Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau 
Kecil (RZWP3K) Provinsi Kali-
mantan timur (Kaltim) terbit 
juga. Jawaban penantian itu 
dengan terbitnya Peraturan 
daerah (Perda) Nomor 2 tahun 
2021, yang disosialisasikan 
Dinas Perikanan Kabupaten 
Berau bertempat di Hotel Grand 
Parama, Kamis (1/7/2021).

Perda RZWP3K ini kepastian 
hukum bagi investor disektor 
perikanan dan wisata bahari   

Menurut Bupati Bumi Bati-
wakkal Sri Juniarsih Mas yang 
membuka kegiatan sosialisasi 
Perda nomor 2/2021 terse-
but mengatakan, Pemerintah 
Kabupaten (Pemkab) Berau 
telah lama menantikan terbitnya 
Perda ini. 

Kenapa? Sebab melalui Perda 
ini mampu memberikan kepas-
tian hukum bagi investor di sek-
tor perikanan dan wisata bahari 
khususnya di Kabupaten Berau 
ini, umumnya seluruh daerah 
yang ada di Kaltim. “Daerah kita 
ini potensi kelautan dan wisata 
bahari nya sangat besar dan 
luar biasa, sehingga diperlukan 
payung hukum untuk mengatur 
dan mengelola termasuk pulau-
pulau kecil yang kita miliki,” 
kata orang nomor satu di Bumi 
Batiwakkal, Berau tersebut. 

Lanjut Bupati Sri Juniarsih, 
Perda ini juga menjadi angin 
segar bagi Pemerintah daerah 
(Pemda) sehingga diharapkan 
pengelolaan potensi disektor 
perikanan dan wisata bahari bisa 
berjalan semakin maksimal. 

Ditambah lagi kedepannya 
Pemkab memang berupaya 
memacu diri guna memaksimal-
kan sektor pariwisata terlebih 
wisata bahari. Mengapa, karena 
digadang nantinya sebagai 
pengganti sektor pertamban-
gan.

“Jadi dengan adanya Perda 
ini maka pulau kecil yang meru-
pakan bagian Sumber Daya 
Alam (SDA) kita dapat terus 
terjaga kelestariannya. Disisi lain 
juga bisa dimanfaatkan untuk 
kemakmuran rakyat. Karena itu 
kami berharap sosialisasi ini 
terus digencarkan untuk menin-
gkatkan pemahaman mengenai 
zonasi di Kaltim,” tutur Srikandi 
pertama berhasil menjadi Bupati 
di Kabupaten Berau ini. (nht) 

Foto bersama usai kegiatan Sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2021, Bupati Berau Sri Juniarsih Mas (tengah).

Saat Bupati Kabupaten Berau Sri Juniarsih Mas menerima cenderamata dari Dinas Perikanan. 
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SAMARINDA, Swara Kaltim 
Adanya program Unit 

Layanan Disabilitas (ULD) Bi-
dang Ketenagakerjaan   dinilai 
sejalan dengan Misi Gubernur 
Kaltim, yaitu berdaulat dalam 
pembangunan sumber daya 
manusia yang berakhlak mulia 
dan berdaya saing, terutama 
perempuan, pemuda dan 
penyandang disabilitas.

“Pemprov Kaltim sangat 
mendukung program terse-
but. Bahkan, sejalan dengan 
misi gubernur. 

Sehingga tidak masalah 

diterapkan di Benua Etam,” 
sebut Staf Ahli Gubernur 
Bidang Reformasi dan Keuan-
gan Daerah Muhammad 
Kurniawan mewakili Gubernur 
Kaltim Dr H Isran Noor ketika 
pembukaan Rapat Koordi-
nasi Penyelenggaraan ULD 
Bidang Ketenagakerjaan oleh 
Kemenaker RI, di Hotel Se-
lyca Mulia Samarinda, Kamis 
(1/7/2021).

Bagi Kurniawan, program 
ini akan segera diimplemen-
tasikan oleh OPD terkait, 
yakni Disnakertrans Kaltim. 

Karena, akan mendukung 
peningkatan kualitas dan 
pendataan SDM Disabilitas di 
Benua Etam.

“Segera ditindaklanjuti oleh 
OPD terkait. Prinsipnya Pem-
prov dukung,” jelasnya.

Kadisnakertrans Kaltim 
H Suroto mengungkapkan, 
segera menindaklanjuti pro-
gram tersebut dan memben-
tuk ULD ini.

“Kita akan segera buat draf 
rancangannya. Kemudian dis-
ampaikan ke Gubernur. Target 
kami tahun ini bisa terbentuk. 

Aturannya bisa berbentuk 
keputusan atau pergub, se-
hingga mereka penyandang 
disabilitas bisa lebih terarah 
pengelolaannya,” jelas Su-
roto.

Sementara itu, Ketua Per-
satuan Penyandang Disabili-
tas Indonesia (PPDI) Kaltim 
Ani Juwairiyah menyambut 
baik program ULD tersebut. 
Diharapkan dapat terbentuk 
di Benua Etam Kaltim.

“Ini sebagai kontribusi 
pemerintah kepada penyan-
dang disabilitas. Kami sangat 

apresiasi. 
Sesuatu yang luar biasa, 

sangat istimewa bagi pe-
nyandang disabilitas. Sebagai 
wujud komitmen pemerintah 
dengan membentuk ULD ke-
tenagakerjaan,” jelasnya.

Hadir Wawali Bontang Hj 
Najirah Adi Darma, secara 
virtual dan membuka kegiatan  
Sekjend Kemenaker Anwar Sa-
nusi, Plt Direktur Bina PTKDN 
Nora Kartika Setyaningrum 
dan pejabat Eselon III lingkup 
Disnakertrans Kaltim. 
(aya / sk)

ULD Ketenagakerjaan
Sejalan Misi Gubernur

Pemprov Kaltim Ajak Warga Siapkan SDM 
Hadapi Perpindahan Ibu Kota

PEMERINTAH Provinsi Kali-
mantan Timur melalui Dinas 
Kependudukan Pemberdayaan 
Perempuan dan Perindun-
gan Anak (DKP3A) mengajak 
warga dan semua pihak terkait 
mempersiapkan sumber daya 
manusia (SDM) sejak dini un-
tuk menghadapi perpindahan 
Ibu Kota Negara (IKN) baru ke 
daerah itu.

“Persaingan segala bidang 
pasti lebih ketat jika IKN baru 
sudah pindah ke Kaltim, maka 
harus disiapkan sejak kini,” 
ujar Kepala DKP3A  Provinsi 
Kaltim, Noryani Sorayalita di 
Penajam, Rabu.

SDM yang ia minta disiap-
kan tersebut terutama bagi 
warga Penajam Paser Utara 
(PPU), karena titik nol calon 
IKN baru berada di kabupaten 
ini, tepatnya di Kecamatan 
Sepaku. Ia juga mengatakan 
bahwa selain SDM, hal pent-
ing lain yang perlu diperhati-
kan adalah soal kesehatan dan 
kecerdasan anak yang akan 
dilahirkan, yakni agar anak 
tidak menjadi stunting. Untuk 
itu, ia meng-ingatkan orang 
tua dan remaja perempuan 
selalu menjaga kesehatan, 
mencukupi asupan gizi yang 
antara lain dengan sering 
makan buah dan sayur.

Tujuannya adalah agar bisa 
melahirkan anak yang tumbuh 
cerdas dan tidak stunting. Ia 

mengingatkan hal ini karena 
angka stunting di Kaltim ter-
golong tinggi, yakni menca-
pai 26 persen. 

“Angka stunting di Kaltim 
saat ini masih sebesar 26 
persen, sementara program 
di Kementerian Kesehatan 
diharapkan angka stunting di 
Kaltim bisa turun sampai 14 
persen di tahun 2024,” kata 
Noryani.

Ia melanjutkan, melalui 

strategi nasional penanggu-
langan stunting 2018-2024, 
pemerintah mengupayakan 
konvergensi dengan meng-
integrasikan dan menyela-
raskan berbagai sumber 
daya untuk pencegahan 
dan penurunan stunting. 
Caranya adalah mulai dari 
perencanaan, penganggaran, 
pelaksanaan, pemantauan, 
dan evaluasi melalui Instruksi 
Gubernur Kaltim Nomor 

5/2021 tentang Percepatan 
Penurunan Stunting. “Angka 
kelahiran diprediksi mengala-
mi lonjakan di masa pandemi 
tahun ini, sehingga perlu 
perhatian bagi bayi yang akan 
lahir agar menjadi penduduk 
berusia produktif pada 2045,” 
katanya.

Saat giat Pengembangan 
Desain Program, Pengelolaan 
dan Pelaksanaan Advokasi, Ko-
munikasi, Informasi dan Edu-
kasi Pengendalian Pen-duduk 
dan KB sesuai Kearifan Lokal 
dalam Pencegahan Stunting, 
di Balai Penyuluhan KB Kabu-
paten PPU. (ant)
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Intensifkan Luas Tambah
Tanam Padi dan Jagung

SAMARINDA, Swara Kaltim 
Pencapaian program luas 

tambah tanam (LTT) untuk 
padi dan jagung periode 
April-September 2021 masih 
belum mendekati target. 

“Kegiatan tanam masih 
proses di lapangan,” kata 
Kepala Dinas Pangan, Tana-
man Pangan dan Hortikultura 
Kaltim Siti Farisyah Yana pada 

Rapat Koordinasi Evalu-

asi Capaian Program dan 
Kegiatan Tanaman Pangan 
Tahun 2021 di Swissbell Hotel 
Samarinda, dikutip Swara Kal-
tim melalui berita Biro Humas 
Setprov Kaltim, Selasa 29 Juni 
2021.

Rakor selama dua hari 
(29-30 Juni), dihadiri pejabat/
wakil kepala BBPOPT Jati-
sari, Kepala Bidang Produksi 
Tanaman Pangan, Kepala 

UPTD Proteksi, Kepala Bidang/
Kepala Seksi Pertanian Kabu-
paten/kota se Kaltim, disebut-
kan target serapan Kementan 
untuk masing-masing eselon 
1, yakni sebesar 40 persen 
sampai akhir Juni ini. 

Karenanya, Yana berharap 
monitoring di tingkat lapan-
gan terkait inputan data-data 
dalam aplikasi lebih diopti-
malkan.

Selain itu, media 
whatshapp group terkait 
informasi LTT dan lainnya, 
per 2 kali seminggu direspon 
dengan baik sebagai bagian 
evaluasi. 

“Penentuan target tanam 
bulanan harus mencermati 
realisasi periode yang sama 
pada tahun sebelumnya,” 
pinta Yana.

Diakuinya, serapan keg-

iatan Ditjen Tanaman Pangan 
untuk Kaltim, baik dekon dan 
tugas pembantuan, kontraknya 
sudah lebih dari 40 persen.

“Melalui Rakor dirangkai 
diskusi yang aktif, maka dik-
etahui kendala yang dihadapi 
kabupaten dan kota, sekaligus 
dicarikan solusinya, agar LTT 
lebih maksimal dan sesuai tar-
get,” harap Siti Farisyah Yana. 
(aya / sk)

Rapat Koordinasi Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan Tanaman Pangan Tahun 2021 di Swissbell Hotel Samarinda.

Sepakat 5 Unit Kerja GWPP
Diperhatikan Pendanaannya oleh Pusat

SAMARINDA, Swara Kaltim 
Sebagai Wakil Pemerintah 

Pusat di daerah atau Guber-
nur Wakil Pemerintah Pusat 
(GWPP) diharapkan dapat 
menjadi perhatian pemerin-
tah pusat, terutama dalam 
hal pendanaan maupun 
peningkatan kualitas SDM. 
Terutama terkait dari lima unit 
kerja bidang yang membantu 
GWPP, mulai Bidang Pemerin-
tahan, Hukum dan Organisasi, 
Keuangan, Perencanaan dan 

Bidang Pengawasan. 
“Hal ini wajib diperhatikan. 

Pemerintah daerah, provinsi 
maupun kabupaten dan 
kota sepakat lima unit GWPP 
wajib diperhatikan khusus-
nya pendanaannya,” sebut 
Asisten Pemerintahan dan 
Kesra Setprov Kaltim Dr HM 
Jauhar Efendi ketika mewakili 
Sekprov Kaltim HM Sa’bani 
membuka dan menjadi 
narasumber, Rakor Perang-
kat Gubernur Sebagai Wakil 

Pemerintah Pusat di Daerah 
2021, dengan tema pengua-
tan pelaksanaan dan tugas 
wewenang GWPP yang digelar 
Biro PPOD Setprov Kaltim, 
di Hotel Mercure Samarinda, 
Kamis (1/7/2021).

Perhatian serius ini sangat 
diperlukan. Mengingat, per-
angkat gubernur juga memi-
liki peran penting membantu 
Gubernur dalam berbagai hal, 
khususnya di masing-masing 
unit yang telah ditetapkan.

Apalagi, lanjut Jauhar, saat 
ini kondisi pandemi masih 
terjadi, tentu dukungan pen-
danaan itu wajib diperhatikan 
oleh pusat. 

Sehingga pelaksanaan 
program kerja dari pusat di 
daerah juga dapat terlaksana 
dengan baik. 

“Jadi, pemerintah daerah 
dan perangkat yang ada 
sepakat pusat dapat memper-
hatikan pendanaan maupun 
peningkatan kualitas SDM 

atau pengembangan SDM 
di masing-masing perangkat 
gubernur,” jelasnya.

Pada kesempatan itu hadir 
sebagai narasumber Dirjen 
Bina Administrasi Kewilayahan 
Kemendagri, Ketua Program 
Studi Ilmu Pemerintahan Un-
mul Dr Iman Surya dan JF AK 
Ahli Madya Pemprov Kaltim Hj 
Ardiningsih sebagai moderator 
serta Kepala Biro PPOD Set-
prov Kaltim Deni Sutrisno. 
(aya / sk)
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BALIKPAPAN, Swara Kaltim
Setiap makhluk diciptakan 

berjalan menurut apa yang 
telah ditakdirkan baginya. 
Alhamdulillah H.La Ode Nasir 
pengusaha sederhana di Hari 
Raya Idul Adha Tahun 2021 
dapat berbagi dengan berkur-
ban 20 Ekor Sapi.  “Apa yang 
kami sekeluarga berikan ini 
semuanya karena Allah SWT. 
Dialah yang telah mencip-
takan kami, sebagai makhluk 
kami tunduk dan taat akan 
perintah dan larangan Nya 
sesuai ajaran yang kami anut 
yaitu Agama Islam,” ujar 
H.Nasir didampingi Hj. Iim 
Rahman La Ode Nasir saat 
bertemu di salah satu tem-
pat penjualan sapi Qurban di 
Balikpapan, Kamis (1/7/2021).  

Kemudian H.Nasir yang 
didampingi H.Ibnu Suroso 
pengusaha muda mitra usah-
anya mengatakan 20 ekor sapi 
qurban ini akan disampaikan 
kepada lembaga penyeleng-
gara Qurban yang layak dan 
bisa mendistribusikan daging-

daging qurban ini betul-betul 
sampai kepada yang berhak 
menerimanya. Sedangkan 
lembaga yang diamanahkan 
H. Nasir seperti sekolah PAUD 
Qurrota Ayyun, rumah Tahfidz 
Qur’an jalan Senayan, Kelura-

han Karang Rejo, Kecamatan 
Balikpapan Tengah dan DPD 
dan DPC PKS se Balikpapan.  
“Mohon doanya semoga 
ikhtiar kita semua Allah SWT 
mudahkan. Dan di hari raya 
Idul Adha tahun ini kita semua 

senantiasa diberikan Rahman 
dan nikmat dari-Nya (Allah),” 
ujar H.Nasir yang baru tiba 
dari Turki langsung membeli 
hewan Qurban.

Sementara Kementerian 
Agama (Kemenag) telah 

mengeluarkan edaran menge-
nai penyelanggaraan Shalat 
Idul Adha dan pelaksanaan 
kurban 1442 H/2021 M diten-
gah pandemi Corona. Aturan 
itu terdapat di Surat Edaran 
Menag No.15 Tahun 2021. (sis)

H. La Ode Nasir Qurban 20 Ekor Sapi
untuk PKS, Sekolah PAUD, Rumah Tahfidz Qur’an

H. La Ode Nasir saat di tempat penjualan sapi Qurban di Balikpapan, Kamis (1/7/2021).
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KONI Kaltim Tunda Puslatda 
karena Tingginya Kasus Covid-19

KONI Provinsi Kalimantan 
Timur menunda pelaksanaan 
TC Sentralisasi Mandiri KONI 
Kaltim atau Pemusatan Lati-
han Daerah (Puslatda) atlet-
atlet yang akan dipersiapkan 
berlaga di PON XX/2020 
Papua, karena tingginya kasus 
COVID-19 di wilayah setem-
pat.

Komandan Puslatda KONI 
Kaltim Rusdiansyah Aras 
menjelaskan sedianya persia-
pan atlet Kaltim menuju PON 
tersebut mulai dilaksanakan 
pada 1 Juli 2021 dan kemu-
dian ditunda sepekan yakni 
pada 8 Juli 2021.

“Keputusan penundaan 
diambil setelah Ketua Umum 
KONI Kaltim dan beberapa 
pengurus berkoordinasi den-
gan Pak Wali Kota Samarinda 
yang juga Ketua Satgas 
Covid-19 di Kota Samarinda 
dan sesuai arahan Puslatda 
harus diundur selama sepe-
kan karena pandemi saat ini 
sedang tinggi-tingginya,” kata 
Rusdi, sapaan akrab Rusdian-
syah Aras kepada awak media 
di Samarinda.

Rusdi mengatakan sisi 
positif penundaan agenda 
tersebut adalah KONI lebih 
punya waktu untuk memper-
siapkan pemusatan latihan 
atlet di masa pandemi dengan 
sebaik mungkin.

Ia menekankan syarat atlet 

masuk Puslatda adalah, mer-
eka harus melakukan swab 
test terlebih dahulu.

“Penerapan protokol 
kesehatan ketat akan kami 
laksanakan selama Puslatda. 
Tahap awal kami lakukan 
swab test terlebih dahulu. 
Kami pun meminta kepada 
pihak hotel tempat puslatda 
yakni Hotel Mesra Samarinda 
untuk memisahkan antara 
atlet Kaltim dan tamu biasa 
yang akan menginap di sana,” 
terang Rusdi.

KONI Kaltim sendiri akan 
menempatkan sekitar 300 
atlet di Hotel Mesra. Namun 
ada beberapa atlet lain akan 
diberikan tempat terpisah.

Saat ini KONI Kaltim se-
dang melakukan pemetaan 
untuk penempatan atlet. Tu-
juannya agar tak banyak atlet 
berada di satu tempat.

“Pak Wali Kota Andi Harun 
juga berpesan kepada kami 
untuk disampaikan kepada 
atlet dan pelatih, agar tak 
berpergian ke Balikpapan 
terlebih dahulu. Sebab Balik-
papan saat ini jadi episentrum 
penyebaran COVID-19 di 
Kaltim,” terang Rusdi.

Sementara itu, Sekretaris 
Puslatda KONI Kaltim, Ach-
mad Albert menambahkan, 
selama Puslatda berjalan atlet 
akan terus diawasi selama 24 
jam oleh tim kesehatan dan 

keamanan.
“Atlet juga tak boleh 

menerima tamu selama 
Puslatda. Dan atlet hanya 
boleh keluar dari Puslatda 
saat latihan saja. Selebihnya 
mereka tak boleh keluar jika 
tak ada keperluan mendesak,” 
terangnya.

Prokes ketat memang wajib 
dilakukan seluruh atlet dan 
pelatih. Salah satu buktinya 
adalah, atlet yang pulang lati-
han harus menjalani pemerik-
saaan genose sebelum masuk 
ke kamar.

Menurut Albert, apa yang 
dilakukan kepada atlet dan 
pelatih tersebut, semata-mata 
untuk melindungi mereka dari 
wabah virus saat ini. “Nantinya 
sepekan sekali kamar atlet dan 
pelatih akan rutin disemprot 
disinfektan,” tambahnya.

Meski pelaksanaan Pus-
latda dilaksanakan di Hotel 
Mesra, Albert menegaskan 
kantor pusat Puslatda tetap 
ada di KONI Kaltim.

Nantinya di hotel hanya 
ada beberapa pengurus yang 
diberi tanggung jawab se-
lama Puslatda berlangsung. 
Soal pencanangan Puslatda, 
Albert menegaskan akan 
dilaksanakan di halaman KONI 
Kaltim. Sebanyak 36 cabang 
olahraga yang lolos PON, 
nantinya hanya diwakili 3-4 
perwakilan atlet. (*)
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MU dan Dortmund Dikabarkan 
Sepakati Transfer Jadon Sancho

Kontrak Lionel Messi di Barcelona berakhir, kini tanpa klub

MANCHESTER UNITED dan 
Borussia Dortmund dikabar-
kan telah menyepakati trans-
fer Jadon Sancho. Nilai trans-
fer winger tim nasional Inggris 
itu 73 juta paun.

BBC melaporkan bahwa 
kesepakatan dasar telah terja-
lin antara Manchester United 
dan Borussia Dortmund. Biaya 
transfer senilai 73 juta paun 
itu, atau sekitar Rp 1,46 triliun, 
akan dibayarkan MU secara 
mencicil selama lima tahun.

Dengan nilai transfer ini, 
Sancho akan menjadi pemain 
Inggris termahal kedua di 

dunia setelah Harry Maguire. 
Maguire dibeli Manchester 
United dari Leicester City 
seharga 80 juta paun pada 
2019 silam.

Jadon Sancho masih harus 
menjalani tes medis dan 
menyepakati kontrak dengan 
Manchester United. 

Ia diperkirakan akan 
meneken kontrak berdurasi 
lima tahun, dengan opsi per-
panjangan untuk satu tahun 
ekstra.

Sejak musim lalu na-
manya memang sudah terus 
dikaitkan dengan MU, yang 

ingin memperkuat sektor 
sayap kanan. ‘Setan Merah’ 
mengidentifikasi tiga posisi 
untuk diperkuat, dengan bek 
dan gelandang tengah jadi 
dua area lain yang jadi fokus 
mereka.

Jadon Sancho gabung 
Borussia Dortmund pada 
musim panas 2017 dari aka-
demi Manchester City, den-
gan biaya sekitar 8 juta paun. 
Pemain 21 tahun itu melejit 
dan mencetak 50 gol plus 64 
assist dalam 137 penampilan 
dalam empat musim bersama 
tim senior Dortmund.

LIONEL MESSI
Sementara itu, secara 

resmi bukan pemain Barcelo-
na lagi. Kontraknya bersama 
Blaugrana telah berakhir per 
1 Juli 2021 ini.

Kontrak Messi bersama 
Barcelona seperti diketahui 
hanya berlaku hingga 30 Juni 
2021 lalu. 

Hingga Eropa mengalami 
pergantian hari ke 1 Juli, yang 
terjadi sekitar pukul 05.00 
WIB, Barcelona belum berha-
sil memperbarui kontraknya.

Maka kini Messi praktis 
berstatus tanpa klub alias free 
agent, setelah menghabiskan 
7.504 hari sejak ia pertama 
kali meneken kontrak di atas 
serbet untuk Barcelona.

Meski demikian, ada op-
timisme besar di Camp Nou 
bahwa Lionel Messi tetap 

akan bertahan. 
Presiden Barca Joan Laporta 

sebelumnya telah meminta 
publik di lingkungan klub, khu-
susnya suporter, untuk tetap 
tenang.

Apalagi hubungannya 
dengan ayah Messi juga amat 
baik. Diyakini, Barcelona dan 
Messi sedang menuntaskan 
detail-detail kontrak baru dan 
akan selesai dalam waktu be-
berapa hari ke depan.

Messi sempat dikaitkan 
dengan klub-klub lain seperti 
Paris Saint-Germain dan Man-
chester City, dua klub yang di-
perkirakan mampu membayar 
gaji besarnya. 

Tapi Lionel Messi masih 
menaruh kepercayaan besar 
ke Barcelona yang dipimpin 
Laporta untuk mempertahank-
annya. (dts)

LUKE SHAW menunjukkan 
performa yang prima bersama 
Timnas Inggris di Euro 2020. 
Pemain berusia 25 tahun itu 
dinilai bisa menginspirasi.

Inggris mencapai babak 
perempatfinal Euro 2020. Saat 
menjalani pertandingan 16 
besar, tim Tiga Singa menang 
atas Jerman dengan skor akhir 
2-0.

Dalam pertandingan di 
Wembley, London, Selasa 
(29/6) malam WIB, Raheem 
Sterling dan Harry Kane yang 
menjadi penentu kemenan-
gan Inggris. Ini merupakan 
kemenangan terbesar di Euro 
2020 sejauh ini.

Luke Shaw menjadi pe-
nyumbang assist pada gol 
Sterling pada menit ke-75. 

Shaw juga berperan pada 
gol Kane. Dia yang memberi 
umpan pada Jack Grealish 
sebelum memanjakan Kane 
dengan crossing yang terukur.

Shaw mendapat kesempa-
tan bermain sebanyak 3 kali 
dari Gareth Southgate di Euro 
2020. Dia membukukan se-
banyak 1 assist untuk Inggris.

Dalam catatan UEFA, 
Shaw membukukan seban-
yak 11 crossing dari sisi kiri 
penyerangan Inggris. Ada 3 
umpan silang yang berhasil 
dari Luke Shaw.

Eks pemain Timnas Ing-
gris, Micah Richards, bilang 
bahwa dirinya selalu menyu-
kai permainan Shaw. Pemain 
Manchester United itu dise-
but menginspirasi.

“Saya selalu menyukai 
Luke Shaw. Selalu terbiasa 
melakukan serangan. Saya 
selalu memberikan sedikit 
kritik pada pengiriman bola 
terakhirnya karena jumlahnya 
di Southampton tak luar 
biasa. Saat dia pindah ke Man 
United, saya pikir itu cocok,” 
kata Richards di BBC.

“Kita mengharapkan meli-
hat Luke Shaw tampil seperti 
ini lebih cepat, kita memba-
has mengenai cedera dan 
itu cedera yang mengerikan. 
Untuk bisa bangkit dari sisi 
mental bertanding tak banyak 
dibahas. Bisa mengatasi hal itu 
dan bermain yang dia lakukan 
di hari ini sungguh menginspi-
rasi,” kata dia menambahkan. 
(dts)

Penampilan Luke Shaw
di Euro Menginspirasi
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Anggota DPR Nilai Reformasi 
Kepolisian Harus Terus Dilakukan

JAKARTA, Swara Kaltim
Anggota Komisi III DPR RI 

Didik Mukrianto di Hari Ulang 
Tahun (HUT) Polri ke 75 refor-
masi kepolisian masih harus 
terus dilakukan khususnya 
reformasi kultural yang masih 
menjadi “pekerjaan rumah” 
yang belum terselesaikan 
secara tuntas.

“Meskipun reformasi Struk-
tural dan Instrumental sudah 
banyak mengalami kemajuan, 
Namun, hingga HUT Bhayang-
kara ke 75 reformasi kultural 
masih dihadapkan kepada 
berbagai tantangan dan mem-
butuhkan waktu yang lebih 
panjang lagi karena men-
gubah mindset dan perilaku di 
lingkungan kepolisian ternyata 
tidak mudah,” kata Didik di 
Jakarta, Kamis.

Dia menjelaskan, sejak 
dilakukannya pemisahan TNI 
dan Polri, reformasi Kepoli-
sian yang meliputi Reformasi 
Struktural, Instrumental dan 
Kultural terus dilakukan 
dengan harapan mampu 
membawa perubahan besar di 
institusi tersebut.

Langkah itu menurut dia 
dalam rangka pelaksanaan 
tugas dan tanggung jawabnya 
dalam menjaga keamanan dan 

ketertiban, memberikan pen-
gayoman kepada masyarakat, 
melakukan penegakan hukum 
dan memberikan pelayanan 
bagi masyarakat.

“Dalam kurun 5 tahun 
belakangan, saya melihat ada 
tantangan yang bisa berpo-
tensi membawa kemunduran 
reformasi Polri jika tidak 
segera diperbaiki,” ujarnya.

Didik menilai ada empat 
tantangan yang dihadapi 
Polri, pertama, Polri rawan 
“terseret” kepada kepent-
ingan politik elit dan politik 
praktis.

Menurut dia, netralitas 
polisi dalam kepentingan 
politik menjadi tantangan 
yang harus dijawab dan 
dibuktikan, karena Polri harus 
lepas dari kepentingan elit 
dan politik yang dapat mem-
bahayakan kehidupan de-
mokrasi, kebebasan sipil dan 
berpotensi terjadinya peny-
alahgunaan kewenangan.

“Perwujudan ‘Civilan Po-
lice’ di Polri perlu komitmen 
dan konsistensi proses demi-
literisasi dan depolitisasi Polri 
demi tercapai-nya pemolisian 
demokratis. Untuk itu me-
mastikan profesionalitas dan 
independensi di tubuh Polri 

menjadi suatu keharusan,” 
katanya.

Tantangan kedua menurut 
dia, tuntutan akuntabilitas 
Polri, reformasi kepolisian se-
lama ini masih dianggap ada 
persoalan mendasar dalam 
hal akuntabilitas di lingkun-
gan kepolisian sebagai bagian 
aparat penegak hukum.

Dia menilai, ada tiga hal 
yang butuh perhatian khusus-
nya dalam penanganan kasus 
pelanggaran hukum, peneta-
pan kebijakan yang berpotensi 
mengancam kebebasan sipil, 
dan keterlibatan dalam aksi 
kekerasan terhadap masyara-
kat.

“Aparat Kepolisian di-
harapkan tidak menggunakan 
kekuasaannya untuk melaku-
kan tindakan diskriminatif, dan 
sebaliknya diharapkan men-
jadi pengayom masyarakat 
secara adil,” ujarnya.

Dia menjelaskan, tantangan 
ketiga, praktik “represi” baik 
di ruang publik masih men-
jadi momok di masyarakat, 
karena dalam beberapa kasus, 
masyarakat menganggap 
masih banyak arogansi yang 
dilakukan Kepolisian terhadap 
masyarakat sipil.

Bahkan menurut dia, tidak 

sedikit yang kemudian berpo-
tensi berujung kepada krimi-
nalisasi yang menyebabkan 
hilangnya nyawa seseorang.

“Tindakan kekerasan yang 
berlebihan, arogansi aparat 
kepolisian ini harus menjadi 
bagian reformasi yang harus 
diwujudkan,” tutur-nya.

Tantangan keempat menu-
rut dia, perilaku koruptif dan 
gaya hidup mewah, secara 
kelembagaan Polri harus 
mampu membangun zona 

intergritas dan memastikan 
segenap anggotanya terhindar 
dari perilaku korup dan gaya 
hidup mewah.

Karena itu dia menilai, 
Kapolri dihadapkan kepada 
pekerjaan rumah yang cukup 
fundamental yang masih harus 
diselesaikan sehingga perwu-
judan transformasi Polri yang 
presisi akan optimal dapat 
diwujudkan jika beberapa hal 
fundamental tersebut dapat 
diselesaikan. (ant)

Kemenkes Instruksikan Pemda Percepat 
Vaksinasi Usia Anak hingga Lansia

JAKARTA, Swara Kaltim
Kementerian Kesehatan 

menginstruksikan seluruh pe-
mangku kepentingan pemer-
intah daerah serta fasilitas 
pelayanan kesehatan untuk 
melakukan percepatan vaksi-
nasi yang menyasar berbagai 
kelompok umur.

“Pemerintah saat ini masih 
fokus pada percepatan vaksi-
nasi yang menyasar kelompok 
usia 12 hingga 17 tahun, mulai 
18 tahun ke atas hingga lan-
sia,” kata Juru Bicara Vaksinasi 
Covid-19 Siti Nadia Tarmizi 
saat dikonfirmasi di Jakarta, 
Kamis.

Instruksi tersebut, kata Siti 
Nadia, disampaikan kepada 
pemerintah daerah maupun 
pimpinan fasilitas pelayanan 
kesehatan melalui surat eda-

ran bernomor HK.02.02/I/ 
1727/2021 tentang Vaksi-
nasi Tahap 3 Bagi Masyarakat 
Rentan Serta Masyarakat 
Umum Lainnya dan Pelaksa-
naan Vaksinasi Covid-19 Bagi 
Anak Usia 12-17 Tahun yang 
ditandatangani Plt Dirjen 
Pencegahan dan Pengendal-
ian Penyakit Kemenkes, Maxi 
Rein Rondonuwu pada Rabu 
(30/6).

Dalam surat tersebut 
disampaikan perkembangan 
kasus Covid-19 di Indonesia 
hingga Selasa (29/6) pukul 
18.00 WIB tercatat lebih 
dari 2 juta orang terkonfir-
masi Covid-19, di mana 10,6 
persen atau setara lebih dari 
200 ribuan merupakan kasus 
aktif. Surat tersebut juga 
melaporkan, hampir 260 ribu 

kasus terkonfirmasi meru-
pakan anak usia 0-18 tahun, di 
mana lebih dari 108 ribu kasus 
berada pada rentang usia 12-
17 tahun.

Tercatat sejumlah lebih dari 
600 anak usia 0 hingga 18 
tahun meninggal dunia akibat 
Covid-19, sebanyak 197 anak 
di antaranya berumur 12-17 
tahun dengan angka ‘case fa-
tality rate’ pada kelompok usia 
tersebut berkisar 0,18 persen.

Siti Nadia mengatakan 
vaksinasi merupakan bagian 
penting dalam rangkaian 
upaya penanggulangan pan-
demi Covid-19. 

“Indonesia telah melak-
sanakan vaksinasi tahap 
pertama bagi SDM kesehatan 
dan tahap dua bagi kelompok 
lanjut usia dan petugas pelay-

anan publik,” katanya.
Sampai dengan tanggal 

29 Juni 2021 pukul 18.00 
WIB, kata Siti Nadia, sejum-
lah lebih dari 28 juta orang 
telah mendapatkan vaksinasi 
Covid-19 dosis pertama dan 
lebih dari 13 juta orang telah 
mendapat dua dosis lengkap.

“Pada Juli 2021 dimulai 
vaksinasi tahap tiga bagi 
masyarakat kelompok rentan 
dan masyarakat lainnya,” 
katanya.

Sehubungan dengan hal 
tersebut, kata Siti Nadia, 
diinstruksikan kepada selu-
ruh kepala dinas kesehatan 
provinsi, kabupaten dan kota 
agar menyampaikan pro-
gram percepatan vaksinasi 
kepada direktur rumah sakit 
dan seluruh pimpinan fasili-

tas pelayanan kesehatan yang 
menyelenggarakan pelayanan 
vaksinasi Covid-19. “Upaya 
yang dilakukan di antaranya 
melaksanakan upaya percepa-
tan vaksinasi Covid-19 tahap 
tiga bagi seluruh masyarakat 
rentan dan masyarakat umum 
lainnya berusia 18 tahun ke 
atas mulai 1 Juli 2021,” katanya.

Selain itu, pemerintah 
daerah diinstruksikan memu-
lai pendataan vaksinasi bagi 
kelompok usia 12 hingga 17 
tahun berkoordinasi dengan 
dinas pendidikan maupun 
instansi terkait di daerah.

“Kita juga meminta pemda 
melakukan identifikasi dan 
percepatan vaksinasi bagi sa-
saran tahap satu dan dua yang 
belum mendapatkan dua dosis 
vaksinasi,” kata Siti Nadia. (ant)

NASIONAL
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KPK dan Wali Kota Andi Harun, 
Andi Harun meminta diadakan 
pertemuan, dan kebetulan 
ada Mursidi Muslim dan rekan 
lainnya yang menyambut serta 
menjelaskan duduk persoa-
lan tentang asal-usul tanah 
dan bangunan ini. “Pertemuan 
tersebut dapat kami tarik kes-
impulan bahwa kedatangan 
KPK sebenarnya ada kerja sama 
dengan Badan Pertanahan Na-
sional (BPN) yang ikut meng-
inventarisir aset Pemerintah 
Daerah seluruh Indonesia yang 
saat itu kebetulan datang ke 
Kota Samarinda,” tuturnya.

“Bahkan mungkin ada 1300 
aset yang jelas peruntukannya 
dan sebagainya di mata BPK RI, 
yang menurut KPK itu segera 
diclearkan,” imbuhnya.

Untuk itu Pemkot meminta 
diajukan sampling, uji petik 
terhadap 1300 aset tersebut, 
pihak Golkar mengerti, pihak 
KPK tidak mengerti dibawa ke 

kantor Golkar ketika itu.
“Karena dalam durasi per–

temuan tersebut, pihak KPK 
lebih banyak memberikan 
arahan dan pencerahan ke 
pihak Pemkot Samarinda be-
serta jajarannya, baik itu ke–
beradaan, kegunaan, maupun 
kepemilikan asset tersebut dan 
kegiatan ini juga didokumenta-
sikan dalam bentuk video oleh 
pengurus yang kebetulan hadir 
saat itu,” jelasnya.

Untuk Kantor Sekretariat 
DPD Partai Golkar Kaltim, sam-
bung ayub pihak KPK hanya 
menyampaikan ulasan sedikit, 
karena KPK menyatakan belum 
mempelajari telahaan BPK RI 
terhadap persoalan Kantor 
Sekretariat DPD Partai Golkar 
Kaltim dengan Pemkot Sa-
marinda. 

“Pihak KPK juga menyatakan 
bersikap netral yang hanya 
menginginkan untuk menca–
rikan alternatif secara umum 

Pertemuan .................................................................................................................................................................................................... Dari Halaman 1
yakni win-win solusion, yakni 
saling menguntungkan bagi 
kedua belah pihak,” ungkap-
nya.

Perlu diketahui bahwa me–
mang, sejak tahun 1970an 
kantor Golkar sudah ada di 
Jalan Mulawarman, yang sebe-
lumnya tidak ada kepemilikan 
tanah dan baru pada 2003, 
tanah ini sudah bersertifikat 
milik Pemkot Samarinda. “Kami 
tetap mengakui tanah ini milik 
Pemkot Samarinda, sedangkan 
bangunan kantor ini kami ban-
gun dengan tetesan keringat 
dan darah kader partai Golkar,” 
terangnya.

Selanjutnya, Ayub berpesan, 
kerja sama saling mengun–
tungkan pilihan tepat, karena 
selama ini Partai Golkar juga 
punya andil dalam membangun 
Kota Samarinda.

Ketika era Syaharie Jaang 
telah membuat surat perjanjian 
sewa-menyewa dengan Golkar 

Kaltim pada April 2020.
“Adapun surat tersebut su-

dah ada sama kami dan kami 
pun berjanji akan menuntas-
kan persoalan aset ini, sehing-
ga tidak membebani Pemkot 
Samarinda pada penyera-
han BPK pada tahun berikut-
nya. Agar ini tidak melanggar 
aturan hukum yang berlaku 
maupun perundangan lain-
nya,” ucapnya.

Disinggung langkah se–
lanjutnya, Ayub menjelaskan 
bahwa yang pertama akan 
dilakukan yakni dalam dekat 
ini mencoba mengkomuni–
kasikan ke Pemkot Samarinda 
untuk membantu Golkar guna 
menyelesaikan persoalan la-
han. “Kami berharap bisa dil–
akukan dengan kerjasama 
sewa menyewa dan kami akn 
mendalami nominalnya nanti, 
seperti yang telah dilaku-     
kan oleh Walikota Samarinda 
sebelumnya yakni Syaharie 

Jaang,” harapnya.
Kedua, sambung Ayub bah–

wa ketika hukum adalah pang–
lima tertinggi kita berharap 
bahwa sejarah itu dapat berbi-
cara secara detail, sebenarnya 
secara hukum Golkar mengua–
sai memang segala aset yang 
disini, namun sertifikasi tanah di 
tahun 2003 itu tidak mengetahui 
disahkan sertifikat tanah atas 
Pemkot Samarinda. “Menurut 
kami perlu ditelaah lebih lanjut, 
kita akan berproses hukum, atau 
kemudian ada win win solusion 
yang di tawarkan, dan proses 
hukum untuk menggugat terkait 
sertifikat itu paling belakang, 
yang terpenting adalah win 
solusion-nya,” ucapnya

Partai Golkar menyadari bah-
wa aset Pemkot ini juga meru-
pakan hasil pendapatan daerah 
yang nantinya akan digunakan 
kembali dalam memakmurkan 
masyarakat Kota Samarinda. 
(adv / ai / aya / sk)

Pemkot Samarinda Evaluasi Kembali
Tarif Retribusi dan Pajak Bagi Pelaku Usaha
SAMARINDA, Swara Kaltim

Pemerintah Kota (Pemkot) 
Samarinda akan mengatur 
kembali tarif pemungutan pa-
jak dan retribusi bagi pelaku 
usaha di Kota Tepian.

Evaluasi tarif tadi berdasar-
kan arahan dari Wali Kota 
Samarinda Dr H Andi Harun 
setelah melakukan peninjauan 
lapangan dan mengintruksi-
kan agar beberapa tarif pajak 
dan retribusi selama ini bisa 
ditinjau kembali.

Kepala Badan Pendapatan 
Daerah (Bapenda) Samarinda 
Hermanus Barus, mengatakan 
jika pihaknya kini tengah men-
gumpulkan Organisasi Per-
angkat Daerah (OPD) pemun-
gut retribusi di lingkungan 
Pemkot untuk membahas tarif  
yang bisa ditinjau kembali.

“Jadi domain perubahan 
ini sebenarnya ada di OPD 
pemungut, jadi setelah itu 
baru kita rancang dalam Per-
aturan Daerah (Perda) sebe-
lum diusulkan ke eksekutif,” 
ungkapnya ketika memimpin 
rapat evaluasi tarif retribusi 
dan pajak, Kamis (1/7/2021) di 
Balai Kota.

Ia mengatakan, evalu-
asi tarif tadi sangat penting, 
karena berkaitan dengan 
Pendapatam Asli Daerah (PAD) 
Samarinda yang hingga ten-
gah semester belum mencapai 
target. 

Dimana hingga 28 Juni 
2021 baru menyentuh angka 
Rp 230 miliar dengan persen-
tasi sebesar 30 persen.

“Harusnya di tengah 
semester sudah mencapai 50 
persen. 

Walaupun hasil ini ada 

kaitanya dengan kondisi pan-
demi saat ini,” ungkapnya.

Belum lagi sambung dia, 
APBN juga lagi merosot hing-
ga Rp 300 triliun, otomatis 
juga berpengaruh  terhadap 
dana bagi hasil ke pemerintah 
daerah, sehingga ujungnya 

APBD kota Samarinda juga 
ikut terkoreksi.

Memang sambung dia, 
ada beberapa objek pajak 
yang tidak bisa diganggu 
lagi terkait tarif pajak karena 
ikut terdampak pada kondisi 
pandemi.

“Seperti pajak hiburan di 
bioskop, dulu sebelum pan-
demi dalam sebulan bisa 
menyetor ke pemerintah bisa 
mencapai  Rp 1 miliar, saat ini 
kasihan nyetor Rp 100 juta aja 
sudah susah,”aku Barus.

Begitu pun dengan tarif 
parkir ditepi jalan, ia menga-
takan tidak ada evaluasi tarif, 
melainkan lebih ke maksi-
malkan pemungutan, terlebih 
saat ini sudah menggunakan 
sistem elektronik atau e park-
ing. Sehingga sosialiasi sangat 
perlu dilakukan.

Mantan kepala Inspektorat 
ini menginginkan agar usulan 
dari OPD bisa menyesuaikan 
dengan kondisi saat ini, teru-
tama terkait penyesuaian tarif. 

Harapan Kepala Badan 
Pendapatan Daerah (Bapenda) 
Samarinda ini agar tercapai 
optimalisasi penerimaan dari 
retribusi daerah tahun 2021 
dan 2022. 

“Sesuai amanah sebenarnya 
dalam 3 tahun perubahan tarif 
ini harus disampaikan, tarif-
nya bisa naik atau tidak, kalau 
tidak bisa naik apa alasannya. 
Untuk hari ini kita membahas 
lebih ke regulasi aja, semoga 
dalam waktu 2 minggu ke de-
pan sudah ada jawaban tertulis 
dari OPD pemungut terkait 
perubahan tarif ini agar bisa 
segera disampaikan ke Wali 
Kota,” kata Barus. (kmf-smd)

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Samarinda Hermanus Barus saat memimpin rapat 
evaluasi tarif retribusi dan pajak, di Balai Kota, Kamis (1/7/2021).
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“BESAR PASAK 
DARIPADA TI-
ANG” ada lah 
sebuah periba–
hasa lama, na–
sihat dari lelu-
hur kita. Secara 
umum artinya 
suatu keadaan 

Hidup di Dunia ini Hanyalah
Kesenangan yang Menipu

SUARA JUM’ATSUARA JUM’AT

Oleh: Arbani

seseorang dimana lebih besar 
pengeluaran daripada penghasilan.

Mestinya budaya hidup hemat 
dan menyesuaikan dengan pen–
dapatan tetap dijalankan sesuai 
kultur kita sebagai masyarakat In-
donesia. Apalagi dimasa pandemi 
Covid-19 sekarang yang mempri-
hatinkan dan membuat hati banyak 
orang diliputi perasaan was-was.

Di tempat lain banyak orang terli-
hat ngumpul-ngumpul di cafe, mem-
bicakan hal-hal yang tak jelas, sambil 
nonton tayangan live pertandingan 
sepakbola di televisi. 

Ada juga seorang sahabat me–
rayakan hari Ulang Tahun anaknya 
dengan menginap di sebuah hotel 
berbintang di kota Samarinda ini. 
Tentunya menikmati fasilitas me- 
wah, seperti kolam renang yang 
menyejukkan, menikmati makanan 
lezat dan minuman enak yang dise-
diakan hotel. 

Dari foto yang ia upload di media 

sosial tampak mereka begitu baha-
gianya. 

Namun dibalik itu semua se-
sungguhnya siapapun tak ada yang 
tau apa yang akan terjadi beberapa 
menit ke depan atau apa yang terjadi 
di hari esok, apakah kesenangan 
yang akan didapat lagi atau justru 
ujian kesengsaraan hidup.

Allah Subhanahu wa ta’ala berfir-
man: 

“Ketahuilah oleh kalian, sesung-
guhnya kehidupan dunia itu hanyalah 
permainan dan sesuatu yang melalai-
kan, perhiasan dan bermegah-megah
an di antara kalian serta berbangga-
banggaan dengan banyaknya harta 
dan anak, seperti hujan yang kare-
nanya tumbuh tanam-tanaman yang 
membuat kagum para petani, kemu-
dian tanaman itu menjadi kering dan 
kamu lihat warnanya kuning lantas 
menjadi hancur. Dan di akhirat nanti 
ada adzab yang keras dan ampunan 
dari Allah serta keridhaan-Nya. Dan 
kehidupan dunia itu tidak lain hany-
alah kesenangan yang menipu.” 
(Al-Qur’an Surat Al-Hadid: 20)

Silahkan bersenang senang 
menggunakan pendapatan yang 
kita dapat, karena itu hak setiap 
orang, tapi janganlah terlampau 
bersenang senang melebihi apa yang 
kita terima. 

Wallahu a’lam bishawab. ***

DLH Resmi Tarik Retribusi Sampah Non PDAM
SAMARINDA, Swara Kaltim 

Akhirnya resmi sudah Pe–
merintah Kota Samarinda me-
lalui Dinas Lingkungan Hidup 
(DLH) kota Samarinda melaku-
kan penarikan retribusi pers-
ampahan dan kebersihan non 
pelanggan PDAM per 1 Juli 
2021.

Pemberlakuan kebijakan 
ini ditandai dengan pelepasan 
secara simbolis petugas pe–
narikan retribusi oleh Wakil 
Wali Kota (Wawali) Samarinda 
Rusmadi di Halaman Kantor 
DLH Kota Samarinda, Kamis 
(1/7/2021) pagi. 

Tampak hadir kepala DLH 
Nurrahmani, kepala Bapenda 
Samarinda Hermanus Barus 
dan Sekretaris Diskominfo Sa-
marinda, Dian Ruhendra.

“Kami menyambut baik tero-
bosan yang dilakukan DLH yang 
bekerja sama dengan Badan 
Pendapatan Daerah (Bapenda) 
dan Dinas Komunikasi dan 
Informatika (Diskominfo) Sa-
marinda terkait penarikan retri-
busi persampahan dan pelayan-
an kebersihan non pelanggan 
PDAM ini,” kata Rusmadi.

Menurutnya apa yang di–
lakukan ini bukan semata hanya 
mengejar retribusi. Tetapi un-

tuk membuktikan pelayanan 
kebersihan yang diberikan  
kepada masyarakat secara 
lebih baik. 

“Yang tidak bisa dipisahkan 
dalam terobosan ini adalah 
retribusi yang akan mening–

katkan PAD (Pendapatan Asli 
Daerah, - Red.). Karena pela–
yanan yang diberikan kepada 
masyarakat dan kemajuan Kota 
Samarinda ini sangat tergan-
tung pada pendapatan pajak 
dan retribusi,” terangnya.

Namun di sisi lain lanjut 
dia, ada tanggung jawab dan 
konsekuensi logis yang harus 
dipikul juga bertambah. Ketika 
penarikan retribusi diberlaku-
kan, maka harus diiringi den-
gan pelayanan persampahan 

dan kebersihan yang semakin 
baik. 

“Saya memberikan apresiasi 
kepada DLH Kota Samarinda 
serta pasukan yang berada di 
lapangan yang tidak pernah 
lelah bekerja menata Samarinda 
menuju kota peradaban,” pung-
kasnya. 

Sementara Kepala DLH Kota 
Samarinda Nurrahmani me–
nyampaikan bahwa setelah 
melakukan pendataan, terdapat 
7.716 wajib retribusi non PDAM. 
Besaran retribusi yang dipungut 
adalah Rp7.500 setiap objek 
per bulan. Diketahui selama ini 
pembayaran retribusi sampah 
dari masyarakat kota Samarinda 
dilakukan melalui pembayaran 
rekening bulanan air PDAM Tirta 
Kencana Samarinda.

Maka dari itu, masyarakat 
yang tidak atau belum berlang-
ganan air PDAM selama ini 
belum terjangkau oleh sistem 
pembayaran retribusi tersebut. 
Sedangkan setiap hari masya–
rakat yang tak berlangganan 
PDAM juga membuang sampah 
yang diangkut ke TPS dan TPA, 
yang berdasarkan Peraturan 
Daerah (Perda) Nomor 2/2019, 
juga wajib melakukan pemba–
yaran retribusi sampah. (dho)

Wawali Rusmadi simbolis melepas petugas penarik retribusi.

Wawali lepas petugas door to door ke 7.716 rumah


